
 

 

 

 
 

 

 

 
 

PROVINSI JAMBI 

 

 

PERATURAN WALIKOTA JAMBI 

 
NOMOR   35 TAHUN 2015 

TENTANG 

 

BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH KOTA JAMBI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA JAMBI, 

 
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, perlu 
mengatur ketentuan mengenai Bagan Akun Standar; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kota 

Jambi. 

   

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 20); 

 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

SALINAN 



 

 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

 

 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502); 

 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 
 

 12. 

 

 

 
 

 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

 

 

 



 

13. 

 

 
 

 

 

 
 

14. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 
 

 

MEMUTUSKAN : 

   

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG BAGAN AKUN STANDAR  
PEMERINTAH KOTA JAMBI 

 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Jambi.  

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 

3. Walikota adalah Walikota Jambi. 

4. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar 

kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun 

secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

5. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum 

Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah 

dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. 

6. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

7. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah 

yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun 
anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya 

kembali oleh pemerintah daerah. 

8. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas , yang dapat berupa 

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 

 



 

9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 
anggaran berikutnya. 

10. Aset adalah sumber daya ekonomi  yang dikuasai dan/ atau dimiliki 

oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan 

dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan 
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun 

masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk 

sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyedia jasa 

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara 

karena alasan sejarah dan budaya. 

11. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah daerah. 

12. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan  

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. 

 

BAB II 

TUJUAN 

 
Pasal 2 

 

Peraturan walikota ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah 

dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur 

laporan keuangan secara lengkap.  
 

 

BAB III 

BAGAN AKUN STANDAR 
 

Pasal 3 

 

BAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan dalam pencatatan 

transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, 
pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan 

keuangan 

 

Pasal 4 
 

 

(1) BAS sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dirinci sebagai berikut : 

a. Level 1 (satu) menunjukkan kode akun; 

b. Level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok; 
c. Level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis; 

d. Level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan 

e. Level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek. 

 

 
 

 

 



 

(2) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a terdiri atas: 

a. Akun 1 (satu) menunjukkan aset; 

b. Akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban; 
c. Akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas; 

d. Akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA; 

e. Akun 5 (lima) menunjukkan belanja; 

f. Akun 6 (enam) menunjukkan transfer; 
g. Akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan; 

h. Akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan 

i. Akun 9 (sembilan) menunjukkan beban. 

  

Pasal 5 
 

Rincian BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum 

pada Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan yang tidak 

terpisahkan dari peraturan ini. 

 
 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Jambi. 

 

 
Ditetapkan di Jambi 

Pada tanggal 21 Desember 

2015  

 

WALIKOTA JAMBI, 
 

 

 

 
 

SYARIF FASHA 

 

 

Diundangkan di Jambi 
Pada Tanggal 21 Desember 2015 

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, 

 

  

 
        DARU PRATOMO 

 

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN  2015 NOMOR  



 

 

 

Disalin sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  

SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI 

 

 
 

 

EDRIANSYAH, SH, MM 

NIP.19720614 199803 1 005 

 
 

 


